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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian, pengungkapan, dan 

pemanfaatan dana non-halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 

2021-2023. Dana non-halal merupakan dana yang berasal dari sumber yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara 

hati-hati, transparan, dan terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penyajian dana non-halal telah dilakukan secara 

terpisah, namun belum disajikan secara rinci. Pengungkapan dalam laporan 

keuangan masih terbatas dan belum memenuhi prinsip akuntabilitas publik. 

Pemanfaatan dana non-halal sudah disalurkan ke program sosial, tetapi belum 

dilaporkan secara sistematis kepada publik. Penelitian ini menyarankan agar 

BAZNAS menyusun pedoman teknis pengelolaan dana non-halal, meningkatkan 

transparansi pelaporan, dan memperkuat pengawasan berbasis prinsip syariah.  

Kata Kunci: Dana Non-Halal, BAZNAS, Akuntabilitas, PeNgungkapan, 

PeManfaatan.   

  

ABSTRACT 

This study aims to analyze the presentation, disclosure, and utilization of non-

halal funds at BAZNAS of North Sumatra Province in 2021-2023. Non-halal funds 
originate from sources that do not comply with Islamic principles and therefore 

must be managed carefully, transparently, and separately from zakat, infaq, and 
sadaqah funds. This research employed a descriptive qualitative approach with 

data collection techniques including interviews, documentation, and literature 
review. The findings indicate that non-halal funds have been presented separately 

but are not yet classified in detail. Disclosure in financial reports remains limited 

and does not fully meet the principles of public accountability. Although the funds 
have been utilized for social programs, their usage has not been systematically 

reported to the public. This study recommends that BAZNAS develop technical 
guidelines for managing non-halal funds, improve reporting transparency, and 
strengthen sharia-based oversight. 

Keywords: Non-Halal Funds, BAZNAS, Accountability, Disclosure, Utilization 

 

 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jmam
mailto:Rekajunita88@gmail.com1
mailto:sri.rahayu@fe.uisu.ac.id2
mailto:syamsul.effendi08@gmail.com3


Jurnal Metode Akuntansi Modern                                                         Vol. 06, No. 2, Tahun 2025 

                                                                                      https://ejurnals.com/ojs/index.php/jmam 

 

173 

A. PENDAHULUAN  

Zakat me$rupakan salah satu instrume$n utama dalam siste$m e$konomi Islam yang 

be$rpe$ran se$bagai me$kanisme$ distribusi ke$kayaan, pe$nge$ntasan ke$miskinan, se$rta 

pe$ningkatan ke$se$jahte$raan umat. Pe$nge$lolaan zakat di Indone$sia diatur se$cara nasional 

me$lalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Le$mbaga Amil Zakat (LAZ), yang 

be$rtanggung jawab dalam me$nghimpun, me$nge$lola, dan me$nyalurkan dana zakat, infak, 

se$de$kah (ZIS), se$rta dana sosial ke$agamaan lainnya. Namun, dalam praktik ope$rasional 

le$mbaga zakat, tidak jarang dite$mukan pe$ne$rimaan dana yang be$rasal dari sumbe$r yang 

tidak se$suai de$ngan prinsip syariah, se$pe$rti bunga dari re$ke$ning giro di bank konve$nsional 

atau sumbangan dari le$mbaga non-syariah. Dana ini dise$but se$bagai dana non-halal, dan 

me$nimbulkan proble$matika dalam pe$laporan, akuntabilitas, se$rta pe$manfaatannya dalam 

program sosial ke$agamaan. 

Pe$nge$lolaan dana non-halal di le$mbaga zakat me$njadi isu yang se$makin krusial 

kare$na me$libatkan aspe$k ke$patuhan te$rhadap syariah dan juga ke$pe$rcayaan publik. Dana 

te$rse$but, me$skipun bukan be$rasal dari aktivitas halal, te$tap dianggap se$bagai “dana milik 

masyarakat” yang tidak bole$h dimanfaatkan se$cara se$mbarangan. Fatwa DSN-MUI 

No.123/DSN-MUI/XI/2018 me$ngatur bahwa dana non-halal tidak bole$h digunakan untuk 

ope$rasional inte$rnal le$mbaga zakat, dan hanya bole$h dimanfaatkan untuk ke$pe$ntingan 

umum se$pe$rti pe$mbangunan fasilitas sosial yang tidak be$rkaitan langsung de$ngan ibadah. 

Se$lain itu, PSAK 109 me$ngatur bahwa dana non-halal harus disajikan se$cara te$rpisah dari 

dana zakat, infak, dan se$de$kah dalam laporan ke$uangan, se$rta wajib diungkapkan dalam 

catatan atas laporan ke$uangan (Fitriana, 2024). 

Namun, studi-studi te$rkini me$nunjukkan bahwa ke$patuhan te$rhadap ke$te$ntuan ini 

masih be$lum me$rata. Pe$ne$litian yang dilakukan di be$be$rapa BAZNAS dae$rah dan LAZ 

me$nunjukkan bahwa dana non-halal masih se$ring dicampur dalam pe$ncatatan ke$uangan, 

tidak disajikan se$cara te$rpisah, atau bahkan dimanfaatkan untuk me$mbayar pajak dan 

administrasi bank, yang se$cara prinsip be$rte$ntangan de$ngan fatwa DSN-MUI (Roziq & 

Yanti, 2015). Pe$ne$litian yang dilakukan di BAZNAS Kabupate$n Pe$kalongan, pe$nge$lolaan 

dana non-halal baru se$suai ke$te$ntuan pada tahun-tahun te$rakhir pe$ngamatan pe$ne$litian, 

se$dangkan se$be$lumnya be$lum dilakukan pe$misahan atau pe$ngungkapan yang me$madai 

(Fitriana, 2024). 

Aspe$k transparansi juga me$njadi titik te$kan yang sangat pe$nting. Dana non-halal, 

bila tidak dilaporkan de$ngan je$las, dapat me$nimbulkan krisis ke$pe$rcayaan publik te$rhadap 
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le$mbaga zakat. Se$buah studi ole$h Kamila e$t al. (2024) me$nunjukkan bahwa praktik 

pe$laporan yang transparan dan be$bas dari indikasi pe$nyalahgunaan te$rbukti me$ningkatkan 

ke$pe$rcayaan muzaki te$rhadap le$mbaga zakat, khususnya pasca be$rbagai kasus 

pe$nyimpangan di se$ktor filantropi Islam (Pitria e$t al., 2024). 

Hal se$rupa juga diungkapkan ole$h pe$ne$litian Darmayanti e$t al. (2023) yang me$nilai 

e$fe$ktivitas pe$nyaluran dana non-halal ole$h LAZ Rumah Zakat pada pe$riode$ 2020–2022. 

Studi te$rse$but me$nunjukkan pe$ningkatan e$fe$ktivitas tahunan, de$ngan distribusi dana 

me$ncapai e$fisie$nsi te$rtinggi se$be$sar 68% pada tahun 2021, yang me$nunjukkan bahwa 

pe$nge$lolaan yang transparan dapat me$ndorong pe$ningkatan pe$rforma sosial le$mbaga 

(Darmayanti e$t al., 2024). 

Tak kalah pe$nting, te$rdapat juga kore$lasi antara pe$nge$lolaan dana non-halal de$ngan 

citra dan kine$rja le$mbaga ke$uangan syariah. Pe$ne$litian ole$h Suciarti dan Wafiroh (2023) 

me$ne$mukan bahwa dana non-halal me$miliki dampak ne$gatif yang signifikan te$rhadap 

Re$turn on Asse$ts (ROA) se$rta re$putasi le$mbaga ke$uangan, be$rbe$da de$ngan dana zakat 

dan pe$laporan sosial syariah yang justru be$rkontribusi positif te$rhadap re$putasi Le$mbaga 

(Suciarti & Wafiroh, 2023). 

Pe$ne$litian-pe$ne$litian lain turut me$ne$gaskan bahwa pe$ngungkapan dana non-halal 

masih be$lum optimal di be$rbagai institusi syariah. (Sole$ha & Silvia, 2022) dalam studinya 

te$rhadap 14 bank umum syariah di Indone$sia me$ne$mukan bahwa hanya se$bagian ke$cil 

bank yang se$cara transparan me$laporkan asal-usul dan pe$nggunaan dana non-halal dalam 

laporan ke$bajikan, se$me$ntara sisanya hanya me$ncantumkan nominal global tanpa rincian 

pe$nggunaan.. 

Kajian yang khususnya di lakukan di BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara, be$lum 

te$rse$dia banyak kajian akade$mik yang me$ngulas se$cara khusus praktik pe$laporan dan 

pe$manfaatan dana non-halal. Padahal, se$bagai le$mbaga re$smi tingkat provinsi de$ngan 

cakupan wilayah luas dan pote$nsi zakat yang signifikan, BAZNAS Sumut me$miliki 

tanggung jawab be$sar dalam me$ne$rapkan prinsip-prinsip good gove$rnance$ zakat. Hal ini 

se$makin pe$nting me$ngingat hasil studi ole$h (Listiyaningsih, 2023) dan (Rahayu e$t al., 

2021) yang me$mbuktikan bahwa dana zakat dan non-halal se$cara simultan me$miliki 

pe$ngaruh te$rhadap Corporate$ Social Re$sponsibility (CSR) le$mbaga ke$uangan syariah di 

Indone$sia. 

Dukungan te$rhadap akuntabilitas le$mbaga zakat juga disuarakan ole$h Rozi e$t al. 

(2024), yang me$lalui studi kasus pada Bank Syariah Indone$sia cabang Be$ngkalis 
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me$nunjukkan bahwa pe$laporan dan pe$nge$lolaan dana non-halal te$lah dise$suaikan de$ngan 

fatwa DSN-MUI, me$skipun masih dite$mukan ke$le$mahan dalam aspe$k dokume$ntasi publik 

dan pe$ngawasan pe$nggunaan dana  (Rozi e$t al., 2024). 

Le$bih lanjut, (Darmawan & Wandirah, 2025) me$ne$gaskan bahwa dana non-halal 

tidak me$mbe$rikan kontribusi signifikan te$rhadap ke$se$hatan ke$uangan bank syariah di 

Indone$sia. Se$baliknya, dana yang se$pe$nuhnya halal me$miliki pe$ngaruh positif te$rhadap 

kine$rja le$mbaga, yang me$nunjukkan pe$ntingnya pe$misahan dan pe$nge$lolaan yang disiplin 

te$rhadap dana non-halal. 

Me$lihat be$rbagai te$muan te$rse$but, dapat disimpulkan bahwa masih te$rdapat 

ke$se$njangan signifikan antara re$gulasi normatif (PSAK 109 dan Fatwa DSN-MUI) de$ngan 

praktik aktual le$mbaga zakat dan ke$uangan syariah dalam hal pe$nyajian, pe$ngungkapan, 

dan pe$manfaatan dana non-halal. Ole$h kare$na itu, kajian me$ndalam te$rhadap BAZNAS 

Provinsi Sumate$ra Utara me$njadi sangat pe$nting, tidak hanya untuk me$nge$valuasi tingkat 

ke$patuhan le$mbaga te$rhadap ke$te$ntuan syariah, te$tapi juga se$bagai kontribusi untuk 

pe$rbaikan siste$m pe$laporan dan pe$nge$lolaan dana zakat se$cara nasional. 

Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk me$nganalisis se$cara kompre$he$nsif bagaimana pe$nyajian, 

pe$ngungkapan, dan pe$manfaatan dana non-halal dilakukan ole$h BAZNAS Provinsi Sumate$ra 

Utara se$lama pe$riode$ 2021–2023. Kajian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribusi 

akade$mik dan praktis dalam pe$nguatan akuntabilitas le$mbaga zakat, se$rta me$ningkatkan 

transparansi dan ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap pe$nge$lolaan dana umat ole$h institusi 

re$smi ne$gara. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Akuntabilitas dan Agensi 

Te$ori akuntabilitas pe$rtama kali dipe$rke$nalkan ole$h (Romze$k & Dubnick, 1987) 

dalam konte$ks administrasi publik se$bagai re$spons te$rhadap trage$di pe$sawat ulang-alik 

Challe$nge$r. Me$re$ka me$mbagi akuntabilitas ke$ dalam e$mpat dime$nsi: hie$rarkis, le$gal, 

profe$sional, dan politik. Dalam pe$rke$mbangan se$lanjutnya, te$ori ini diadaptasi ke$ dalam 

konte$ks Islam ole$h para ce$nde$kiawan se$pe$rti Al-Faruqi dan Chapra, yang 

me$nginte$grasikan konse$p pe$rtanggungjawaban ke$pada Allah (hablumminallah) dan 

se$sama manusia (hablumminannas). Dalam konte$ks le$mbaga zakat, akuntabilitas tidak 

hanya be$rmakna laporan ke$uangan formal, te$tapi juga me$ncakup aspe$k spiritual dan sosial. 

Pe$ne$litian te$rbaru ole$h (Lubis e$t al., 2022) dan (Izzati e$t al., 2024) me$nunjukkan bahwa 
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akuntabilitas dalam le$mbaga filantropi Islam se$makin diarahkan pada pe$laporan be$rbasis 

maqashid syariah, de$ngan dukungan digitalisasi laporan. Se$lain itu, (Fitriyah e$t al., 2021) 

dan (Rahayu, 2019) me$ne$mukan bahwa se$bagian be$sar le$mbaga zakat di Indone$sia be$lum 

se$pe$nuhnya akuntabe$l kare$na tidak me$nyajikan laporan ke$uangan se$cara te$rbuka di situs 

re$smi me$re$ka, se$me$ntara (Rufaida e$t al., 2024) me$ne$gaskan bahwa distribusi zakat yang 

adil adalah bagian inte$gral dari akuntabilitas Islam. 

Te$ori age$nsi pe$rtama kali dike$mbangkan ole$h (Me$ckling, 1976) untuk me$nje$laskan 

hubungan antara pe$milik (principal) dan pe$nge$lola (age$nt) dalam struktur pe$rusahaan 

mode$rn. Dalam konte$ks le$mbaga zakat, muzakki be$rpe$ran se$bagai principal yang 

me$mbe$rikan amanah ke$pada amil zakat (age$nt) untuk me$nge$lola dana se$suai de$ngan 

prinsip syariah. Ke$tika tidak ada siste$m pe$ngawasan atau pe$laporan yang baik, maka 

asime$tri informasi dapat te$rjadi, dan age$n dapat be$rtindak tidak se$suai de$ngan 

ke$pe$ntingan principal. Pe$ne$litian ole$h (Sapingi e$t al., 2017) me$modifikasi te$ori age$nsi 

de$ngan me$nggabungkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah untuk me$nje$mbatani ke$pe$ntingan 

antara donatur dan pe$nge$lola zakat. Se$cara e$mpiris, (Ridho & Violita, 2020) me$mbuktikan 

bahwa se$makin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi le$mbaga zakat, se$makin tinggi 

pula tingkat ke$pe$rcayaan dan kontribusi dari donatur. Hal ini juga dipe$rkuat ole$h 

(Abdullah e$t al., 2023), (Asni e$t al., 2018) dan (Le$stari e$t al., 2023) yang me$nunjukkan 

bahwa audit dan ke$patuhan syariah me$njadi faktor pe$nting dalam me$mbangun re$putasi 

dan le$gitimasi le$mbaga zakat di mata publik. 

2. Penyajian Dana Non-Halal 

Pe$nyajian dana non-halal dalam laporan ke$uangan le$mbaga zakat me$rupakan salah 

satu be$ntuk imple$me$ntasi prinsip transparansi dan pe$misahan dana se$suai standar 

akuntansi syariah. Dalam hal ini, PSAK 109 me$wajibkan le$mbaga amil zakat untuk 

me$nyajikan dana non-halal se$cara te$rpisah dari dana zakat, infak, dan se$de$kah guna 

me$nghindari te$rcampurnya dana yang be$rasal dari sumbe$r yang tidak se$suai de$ngan 

prinsip syariah (Roziq & Yanti, 2015). Ke$te$ntuan ini dipe$rkuat ole$h Fatwa DSN-MUI No. 

123/DSN-MUI/XI/2018, yang me$nyatakan bahwa dana non-halal harus dipisahkan se$cara 

administratif dan pe$laporannya dilakukan se$cara khusus se$rta tidak bole$h digabung de$ngan 

dana halal (De$wan Syariah Nasional-MUI, 2018). 

Kajian yang dilakukan ole$h (Fitriyah e$t al., 2021) me$nunjukkan bahwa BAZNAS 

Pe$kalongan te$lah me$nyajikan dana non-halal se$cara te$rpisah, te$tapi be$lum se$pe$nuhnya 
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se$suai standar PSAK 109, khususnya dalam pe$ngklasifikasian sumbe$r dana dan be$ntuk 

pe$nyalurannya(Fitri & Fitri, 2024) dan (Roziq & Yanti, 2015) me$ne$gaskan bahwa 

ke$salahan dalam pe$ngakuan dan pe$nyajian dana non-halal dapat me$ngaburkan inte$gritas 

laporan ke$uangan, dan me$nye$babkan pe$langgaran prinsip ke$hati-hatian le$mbaga syariah. 

(Rozi e$t al., 2024) me$ngamati bahwa BSI Be$ngkalis me$nyajikan dana non-halal se$cara 

inte$rnal namun be$lum te$rbuka dalam laporan e$kste$rnal, yang be$rte$ntangan de$ngan prinsip 

ke$te$rbukaan ke$pada stake$holde$r. (Abdullah e$t al., 2023) me$ne$kankan bahwa pe$nyajian 

laporan ke$uangan yang diaudit dan se$suai syariah me$mbe$rikan le$gitimasi tinggi dan 

me$mbangun ke$pe$rcayaan donatur te$rhadap profe$sionalisme$ BAZNAS. 

3. Pengungkapan Dana Non-Halal 

Pe$ngungkapan dana non-halal me$ncakup pe$laporan asal-usul, nilai, dan pe$nggunaan 

dana dalam laporan tahunan se$rta catatan atas laporan ke$uangan (CALK). Ini adalah wujud 

akuntabilitas publik dan spiritual le$mbaga zakat. Pe$ngungkapan dana non-halal me$ncakup 

pe$laporan asal-usul, jumlah, dan pe$manfaatan dana yang dite$rima dari sumbe$r yang tidak 

se$suai prinsip syariah. Pe$ngungkapan ini umumnya dimuat dalam laporan tahunan dan 

catatan atas laporan ke$uangan (CALK) se$bagai be$ntuk tanggung jawab le$mbaga te$rhadap 

publik dan nilai-nilai syariah. Dalam konte$ks le$mbaga zakat, pe$ngungkapan dana non-halal 

bukan hanya ke$wajiban administratif, te$tapi me$rupakan wujud akuntabilitas spiritual dan 

sosial yang me$nunjukkan komitme$n le$mbaga te$rhadap transparansi, amanah, dan 

ke$patuhan te$rhadap ke$te$ntuan Islam (Izzati e$t al., 2024) dan  (Fitriyah e$t al., 2021). 

Kurangnya pe$ngungkapan yang rinci dapat me$nimbulkan ke$raguan dari masyarakat dan 

me$le$mahkan ke$pe$rcayaan publik (Suciarti & Wafiroh, 2023). 

Pe$ne$litian ole$h (Sole$ha & Silvia, 2022) me$ngungkapkan bahwa banyak le$mbaga 

ke$uangan syariah hanya me$ncantumkan angka total dana non-halal tanpa me$mbe$rikan 

informasi asal dan pe$nggunaannya se$cara te$rpe$rinci, yang me$le$mahkan transparansi 

pe$nge$lolaan ke$uangan syariah. Se$baliknya, le$mbaga yang me$mpublikasikan informasi 

dana non-halal se$cara te$rbuka dan le$ngkap te$rbukti me$mpe$role$h ke$pe$rcayaan le$bih tinggi 

dari masyarakat (Pitria e$t al., 2024). Se$lain itu, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-

MUI/XI/2018 me$wajibkan agar le$mbaga me$ncatat, me$nge$lompokkan, dan me$laporkan 

dana non-halal se$cara te$rpisah dari dana zakat dan infak se$bagai be$ntuk ke$patuhan 

te$rhadap prinsip syariah (De$wan Syariah Nasional-MUI, 2018).  (Suciarti & Wafiroh, 

2023) me$mpe$rkuat bahwa pe$ngungkapan dana non-halal me$miliki dampak signifikan 
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te$rhadap pe$rse$psi re$putasi dan ke$pe$rcayaan publik te$rhadap le$mbaga syariah. (Pitria e$t 

al., 2024) me$nunjukkan bahwa pe$ngungkapan yang baik se$te$lah krisis ke$pe$rcayaan publik 

(kasus ACT) sangat pe$nting untuk me$mulihkan re$putasi le$mbaga filantropi Islam. (Izzati 

e$t al., 2024) dan (Rahayu, 2021) me$nambahkan bahwa pe$ngungkapan digital be$rbasis 

maqashid syariah me$lalui we$bsite$ dan platform daring me$rupakan strate$gi baru yang 

e$fe$ktif untuk me$me$nuhi e$kspe$ktasi akuntabilitas publik. 

4. Pemanfaatan Dana Non-Halal 

Dana non-halal me$rupakan dana yang dipe$role$h dari aktivitas yang tidak se$suai 

de$ngan prinsip syariah, se$pe$rti bunga dari bank konve$nsional, de$nda ke$te$rlambatan, atau 

sumbangan dari le$mbaga non-syariah. Dalam pe$nge$lolaannya, dana ini te$tap me$njadi 

amanah yang harus disalurkan se$cara be$rtanggung jawab, namun tidak bole$h dimanfaatkan 

ole$h le$mbaga untuk ke$pe$ntingan inte$rnal atau pribadi. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-

MUI/XI/2018 se$cara te$gas me$nyatakan bahwa dana non-halal hanya bole$h digunakan 

untuk ke$pe$ntingan umum se$pe$rti pe$mbangunan jalan, fasilitas sanitasi, ke$giatan sosial 

ke$manusiaan, dan se$je$nisnya, de$ngan syarat tidak be$rkaitan langsung de$ngan ibadah 

mahdhah atau ope$rasional le$mbaga (De$wan Syariah Nasional-MUI, 2018). Ke$te$ntuan ini 

me$nce$rminkan prinsip maslahah (ke$manfaatan umum) dan ke$adilan sosial, yang 

me$rupakan inti dari maqashid syariah. Ole$h kare$na itu, se$tiap pe$manfaatan dana non-halal 

harus diarahkan pada ke$giatan yang me$mbawa manfaat kole$ktif tanpa me$langgar 

ke$te$ntuan syariah yang be$rlaku. Pe$ngabaian te$rhadap prinsip ini tidak hanya me$nce$de$rai 

akuntabilitas syariah le$mbaga zakat, te$tapi juga be$rpote$nsi me$nurunkan ke$pe$rcayaan 

publik te$rhadap inte$gritas le$mbaga. 

(Darmayanti e$t al., 2024) me$ne$mukan bahwa LAZ Rumah Zakat mampu me$nyalurkan 

dana non-halal de$ngan e$fe$ktif, difokuskan pada ke$giatan sosial dan infrastruktur umum. 

(Lubis e$t al., 2022) me$ngusulkan bahwa pe$manfaatan dana non-halal pe$rlu ditata de$ngan 

mode$l akuntabilitas digital be$rbasis maqashid syariah agar dampaknya bisa diukur dan diaudit 

se$cara te$rbuka. (Rozi e$t al., 2024) me$ncatat bahwa banyak le$mbaga be$lum me$nyampaikan 

laporan pe$nggunaan dana non-halal ke$pada publik se$cara rinci, se$hingga rawan 

pe$nyalahgunaan. (Listiyaningsih, 2023) me$nyatakan bahwa dana non-halal dapat 

dimanfaatkan untuk program CSR, namun harus dike$lola de$ngan tata ke$lola syariah agar tidak 

me$nimbulkan risiko re$putasi bagi le$mbaga ke$uangan syariah 
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C. METODE PENELITIAN  

Pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$nde$katan kualitatif de$skriptif untuk me$nganalisis 

pe$nyajian, pe$ngungkapan, dan pe$manfaatan dana non-halal pada BAZNAS Provinsi 

Sumate$ra Utara. Pe$nde$katan ini dipilih kare$na me$mungkinkan pe$ne$liti untuk 

me$nge$ksplorasi fe$nome$na se$cara me$ndalam me$lalui inte$rpre$tasi konte$ks sosial dan 

ke$le$mbagaan. Sumbe$r data utama yang digunakan dalam pe$ne$litian ini adalah data prime$r 

dan data se$kunde$r. Data prime$r dipe$role$h me$lalui wawancara me$ndalam de$ngan informan 

kunci, yaitu pihak pe$nge$lola ke$uangan dan akuntansi di BAZNAS Provinsi Sumate$ra 

Utara, me$nggunakan panduan wawancara se$mi-te$rstruktur. Wawancara difokuskan pada 

aspe$k pe$ncatatan, pe$laporan, dan distribusi dana non-halal, se$rta imple$me$ntasi fatwa 

DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam ope$rasional le$mbaga. 

Se$me$ntara itu, data se$kunde$r dipe$role$h dari dokume$n re$smi le$mbaga se$pe$rti laporan 

ke$uangan, laporan tahunan, catatan atas laporan ke$uangan (CALK), se$rta re$gulasi te$rkait 

se$pe$rti PSAK 109 dan fatwa DSN-MUI. Te$knik purposive$ sampling digunakan untuk 

me$milih informan yang re$le$van, yaitu me$re$ka yang me$miliki ke$te$rlibatan langsung dalam 

prose$s pe$laporan dan pe$nge$lolaan dana non-halal. Data yang te$rkumpul dianalisis 

me$nggunakan me$tode$ analisis te$matik, yang dilakukan me$lalui prose$s re$duksi data, 

pe$nyajian data, dan pe$narikan ke$simpulan. Validitas data diuji me$lalui triangulasi sumbe$r dan 

me$tode$, de$ngan me$mbandingkan hasil wawancara, dokume$n, dan obse$rvasi lapangan untuk 

me$ningkatkan ke$absahan te$muan. De$ngan pe$nde$katan ini, diharapkan pe$ne$litian dapat 

me$mbe$rikan gambaran yang kompre$he$nsif dan faktual me$nge$nai praktik pe$nge$lolaan dana 

non-halal pada BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Penyajian Dana Non-Halal 

Hasil pe$ne$litian me$nunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara te$lah 

me$nyajikan dana non-halal se$cara te$rpisah dari dana zakat, infak, dan se$de$kah dalam 

laporan ke$uangan tahunannya. Pe$nyajian ini te$lah se$suai de$ngan prinsip PSAK 109, yang 

me$ngharuskan klasifikasi dana be$rdasarkan je$nisnya untuk me$njaga transparansi. Namun, 

pe$nyajian yang dilakukan masih be$rsifat umum dan be$lum me$njabarkan asal dana non-

halal se$cara te$rpe$rinci, se$pe$rti apakah be$rasal dari bunga bank, de$nda ke$te$rlambatan, atau 

hibah non-syariah. Te$muan ini konsiste$n de$ngan pe$ne$litian (Fitri & Fitri, 2024), yang 

me$ncatat bahwa le$mbaga zakat di tingkat dae$rah mulai me$nyajikan dana non-halal se$cara 
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te$rpisah, namun be$lum se$pe$nuhnya me$me$nuhi standar pe$laporan syariah. (Roziq & Yanti, 

2015) juga me$ne$kankan pe$ntingnya klasifikasi yang je$las agar laporan tidak me$nye$satkan 

pe$mbaca dan pe$ngguna laporan ke$uangan. Pe$ne$litian (Darmawan & Wandirah, 2025) 

bahkan me$nyoroti bahwa ke$tidakje$lasan pe$nyajian dapat me$nurunkan e$fisie$nsi 

ope$rasional dan kre$dibilitas ke$uangan le$mbaga syariah. 

 

2. Pengungkapan Dana Non-Halal 

Pe$ngungkapan dana non halal dite$mukan bahwa informasi te$rkait dana non-halal 

be$lum diungkapkan se$cara rinci dalam catatan atas laporan ke$uangan (CALK). Informasi 

yang te$rse$dia te$rbatas pada nilai nominal dana yang dite$rima, tanpa uraian te$ntang asal 

usul, ke$bijakan pe$nge$lolaan, maupun program pe$manfaatannya. Padahal, pe$ngungkapan 

dana ini me$rupakan be$ntuk akuntabilitas ke$pada publik dan nilai spiritual Islam, 

se$bagaimana dite$gaskan ole$h (Izzati e$t al., 2024). (Sole$ha & Silvia, 2022) juga me$ngkritisi 

ke$ce$nde$rungan le$mbaga ke$uangan syariah yang hanya me$nyampaikan data agre$gat tanpa 

narasi, se$hingga me$ngaburkan pe$mahaman publik. Dalam hal re$putasi, pe$ngungkapan 

yang tidak me$madai be$rdampak ne$gatif te$rhadap ke$pe$rcayaan publik (Suciarti & Wafiroh, 

2023). Hal ini dipe$rkuat ole$h (Pitria e$t al., 2024), yang me$ne$kankan bahwa pasca skandal 

pe$nyalahgunaan dana sosial, masyarakat me$nuntut tingkat transparansi yang le$bih tinggi 

dalam pe$nge$lolaan dana te$rmasuk dana non-halal. 

 

3. Pemanfaatan Dana Non-Halal 

Te$rkait pe$manfaatan, BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara dilaporkan te$lah 

me$nyalurkan dana non-halal untuk ke$pe$rluan sosial se$pe$rti bantuan be$ncana dan 

pe$mbangunan fasilitas umum. Namun, tidak dite$mukan dokume$ntasi re$smi yang 

me$nginformasikan se$cara de$tail pe$runtukan dana te$rse$but. (Rozi e$t al., 2024) me$nyatakan 

bahwa banyak le$mbaga syariah masih be$lum me$mbuat laporan pe$manfaatan yang dapat 

diakse$s publik, se$hingga be$rpote$nsi me$nimbulkan ke$raguan atas kre$dibilitasnya. 

Se$baliknya, studi (Darmayanti e$t al., 2024) di LAZ Rumah Zakat me$nunjukkan bahwa 

le$mbaga yang me$nge$lola dan me$laporkan dana non-halal se$cara rinci mampu 

me$ningkatkan ke$pe$rcayaan publik dan e$fe$ktivitas distribusi. De$mikian pula, (Darmawan 

& Wandirah, 2025) me$mpe$ringatkan bahwa pe$manfaatan dana non-halal yang tidak 

akuntabe$l bisa me$nurunkan e$fisie$nsi le$mbaga se$cara ke$se$luruhan. 
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4. Analisis Sintesis 

Dari ke$se$luruhan te$muan, te$rlihat bahwa BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara te$lah 

me$mulai praktik pe$nyajian yang se$suai syariah, namun masih te$rdapat ke$kurangan dalam 

aspe$k pe$ngungkapan dan dokume$ntasi pe$manfaatan dana non-halal. Te$muan ini me$ndukung 

te$ori akuntabilitas, bahwa le$mbaga harus be$rtanggung jawab se$cara sosial dan spiritual atas 

se$mua dana yang dike$lola (Izzati e$t al., 2024), (Rahayu e$t al., 2019) dan (Rufaida e$t al., 

2024). Se$lain itu, se$suai te$ori age$nsi, ke$tidakje$lasan informasi dapat me$nciptakan asime$tri 

antara muzakki (prinsipal) dan pe$nge$lola zakat (age$n), yang pada akhirnya me$nurunkan 

tingkat ke$pe$rcayaan publik (Sapingi e$t al., 2017) dan (Ridho & Violita, 2020). Ole$h kare$na 

itu, pe$ningkatan transparansi dalam pe$nyajian, pe$ngungkapan, dan pe$laporan pe$manfaatan 

dana non-halal me$rupakan langkah pe$nting dalam me$mbangun siste$m zakat yang profe$sional 

dan syariahcompliant. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian yang te$lah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara te$lah me$mulai praktik pe$misahan dana non-halal 

dalam laporan ke$uangan, se$suai de$ngan prinsip dasar PSAK 109 dan Fatwa DSN-MUI No. 

123/DSN-MUI/XI/2018. Dana non-halal te$lah disajikan se$cara te$rpisah dari dana zakat, 

infak, dan se$de$kah, me$skipun be$lum diklasifikasikan se$cara rinci be$rdasarkan je$nis 

sumbe$r dana. Hal ini me$nunjukkan adanya ke$sadaran ke$le$mbagaan te$rhadap pe$ntingnya 

akuntabilitas syariah, namun imple$me$ntasinya masih te$rbatas. 

Aspe$k Pe$ngungkapan, le$mbaga be$lum se$pe$nuhnya me$nyajikan informasi yang 

kompre$he$nsif me$nge$nai asal-usul dan ke$bijakan pe$nggunaan dana non-halal dalam 

catatan atas laporan ke$uangan. Informasi yang disajikan masih be$rsifat agre$gatif, se$hingga 

me$ngurangi transparansi dan be$rpote$nsi me$nimbulkan ke$raguan dari masyarakat. 

Se$dangkan dalam pe$manfaatan, dana non-halal te$lah digunakan untuk program sosial dan 

ke$manusiaan, namun be$lum dilaporkan se$cara siste$matis dan te$rbuka, se$hingga sulit untuk 

dinilai ke$se$suaian dan e$fe$ktivitasnya. 

Te$muan-te$muan ini me$mpe$rkuat pe$ntingnya akuntabilitas dan transparansi dalam 

pe$nge$lolaan dana non-halal se$bagai bagian dari amanah publik dan tanggung jawab 

spiritual. Se$lain itu, dalam ke$rangka te$ori age$nsi, praktik pe$laporan yang tidak transparan 
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dapat me$nimbulkan asime$tri informasi antara muzakki dan pe$nge$lola zakat, yang 

be$rdampak pada pe$nurunan ke$pe$rcayaan publik te$rhadap le$mbaga. 

Saran 

Be$rdasarkan hasil dari ke$simpulan pe$ne$litian yang te$lah dilakukan, maka dapat 

dibe$rikan saran-saran se$bagai be$rikut :  

1. BAZNAS Provinsi Sumate$ra Utara pe$rlu me$ningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pe$ngungkapan dana non-halal de$ngan me$mbuat laporan 

ke$uangan yang le$bih de$tail dan mudah diakse$s ole$h masyarakat. 

2. Se$baiknya, BAZNAS le$bih ke$tat dalam me$nge$lola dana non-halal agar 

pe$nggunaan dana te$rse$but tidak be$rte$ntangan de$ngan prinsip-prinsip syariah, baik 

dalam pe$re$ncanaan maupun pe$manfaatannya. 

3. Dipe$rlukan adanya pe$latihan dan sosialisasi ke$pada pe$nge$lola dana di BAZNAS 

te$ntang pe$ntingnya me$njaga inte$gritas dan ke$patuhan pada hukum syariah dalam 

se$tiap ke$giatan pe$ngumpulan dan pe$nyaluran dana. 

4. Pe$ne$litian le$bih lanjut juga dipe$rlukan untuk me$nganalisis dampak jangka panjang 

dari pe$manfaatan dana non-halal te$rhadap ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap 

BAZNAS se$rta e$fe$ktivitas program-program yang dijalankan. 
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